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Abstrak  
 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, 
sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat. 
Metodologi/Pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner daring kepada pemilik 
kendaraan bermotor. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode 
rdanom sampling, sedangkan pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS 
19 melalui uji validitas, reliabilitas, serta analisis regresi linier bergdana. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan 
pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak kendaraan bermotor. Artinya, wajib pajak dengan kesadaran tinggi, 
pengetahuan memadai, dan pemahaman atas sanksi yang tegas cenderung lebih 
patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Implikasi Praktis: Temuan penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah 
daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui strategi sosialisasi dan 
edukasi perpajakan yang berkesinambungan serta penerapan sanksi yang lebih 
efektif dan konsisten. 
Kebaruan: Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi variabel kesadaran, 
sanksi, dan pengetahuan pajak dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya masih jarang diteliti 
secara simultan. 
 
Kata Kunci: Kesadaran Pajak; Sanksi Perpajakan; Pengetahuan Pajak 
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Pendahuluan 
 
Fenomena pajak kendaraan bermotor di Indonesia mencakup berbagai aspek 
penting, seperti rencana kenaikan pajak, rendahnya tingkat kepatuhan wajib 
pajak, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Berdasarkan 
data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu, 2023), pemerintah tengah mengkaji penyesuaian tarif pajak 
kendaraan bermotor sebagai strategi optimalisasi pendapatan daerah dan 
peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak 
kendaraan bermotor masih tergolong rendah. Data Republika (2023) melaporkan 
bahwa tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Indonesia hanya sekitar 
56 persen. Rendahnya tingkat kepatuhan ini diduga dipengaruhi oleh kualitas 
pelayanan pajak yang belum optimal serta rendahnya tingkat pengetahuan 
perpajakan masyarakat (Nengsih, 2024). 
 
Pajak kendaraan bermotor di Indonesia bersifat dinamis karena dapat berubah 
mengikuti kebijakan pemerintah (Pangestu dkk., 2025), misalnya terkait 
dukungan terhadap sektor otomotif, pengendalian lalu lintas, maupun dorongan 
adopsi kendaraan ramah lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan 
bermotor mencakup beberapa jenis. Pertama, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 
yaitu pajak tahunan yang dikenakan terhadap kendaraan bermotor sesuai dengan 
jenis, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan (Abdi & Faisol, 2023). 
Kedua, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yaitu pajak yang dikenakan 
ketika terjadi peralihan kepemilikan kendaraan dari pemilik lama kepada pemilik 
baru. Ketiga, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, yang dikenakan saat pembelian 
kendaraan baru, khususnya kategori barang mewah termasuk kendaraan 
bermotor (Rangkuti dkk., 2024). 
 
Pajak kendaraan bermotor memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3–8, yang mewajibkan setiap pemilik 
kendaraan, baik individu maupun badan, untuk membayar pajak atas 
kepemilikan kendaraan roda dua atau lebih (Purnamawati, 2021). Hal ini sejalan 
dengan pendapat Kowel dkk. (2019) bahwa PKB merupakan instrumen penting 
dalam mendukung penerimaan daerah dan pelaksanaan fungsi redistribusi 
pajak. 
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Tabel 1. Data jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayarkan 

Tahun 
Rencana APBD dari 

Pajak Kendaraan 
Bermotor 

Jumlah Pajak Kendaraan 
Bermotor yang 

Dibayarkan 
Presentase 

2021 Rp. 67,18 M Rp. 70,90 M 105.54% 

2022 Rp. 69,58 M Rp. 78,13 M 112.29% 

2023 Rp. 74,00 M Rp. 79,34 M 107.21% 

Sumber: Open Data Jabar, 2024 
 

Perkembangan teknologi dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat, khususnya 
kelompok menengah ke atas, mendorong peningkatan kepemilikan kendaraan 
bermotor sebagai bagian dari kebutuhan sekunder. Di Indonesia, jumlah 
kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahun, baik kendaraan roda dua 
maupun roda empat, dengan dominasi terbesar pada kendaraan roda dua. 
Peningkatan jumlah kendaraan ini semestinya berbanding lurus dengan kenaikan 
penerimaan pajak daerah. Namun, pada kenyataannya, masih banyak wajib pajak 
yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya. Hal ini menunjukkan adanya 
kesenjangan antara pertumbuhan kepemilikan kendaraan dan tingkat kepatuhan 
pajak kendaraan bermotor, yang menjadi tantangan penting bagi pemerintah 
dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. 

 
Fenomena penunggakan pajak kendaraan bermotor ini dapat dijumpai di berbagai 
daerah, salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Tidak sedikit pemilik kendaraan yang 
menunggak pajak hingga bertahun-tahun. Bahkan, sebagian pengendara tetap 
menggunakan kendaraan yang pajaknya telah mati, baik untuk aktivitas sehari-
hari di sekitar rumah maupun untuk bepergian ke daerah rawan razia. Hal ini 
menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. 

 
Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB) di Kabupaten Ciamis selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada 
tahun 2021, realisasi penerimaan pajak mencapai 105,54%, kemudian meningkat 
menjadi 112,29% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan 
menjadi 107,21%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun target penerimaan 
pajak secara agregat berhasil tercapai, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum 
merata. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi moral hazard, di mana 
sebagian wajib pajak hanya membayar ketika ada kebijakan insentif atau program 
pemutihan pajak. Hal ini mencerminkan masih adanya kesenjangan kesadaran 
dan tanggung jawab perpajakan, yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah 
dalam menjaga keberlanjutan penerimaan pajak secara konsisten. 
 
Menurut Dewi dan Supadmi (2021), pajak merupakan sumber penerimaan 
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terbesar negara yang berperan penting bagi pembangunan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Mindan dan Ardini (2022) menegaskan bahwa pajak 
adalah retribusi wajib yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang 
berlaku dan digunakan untuk kepentingan negara. Dalam konteks perpajakan 
daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pajak 
Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah yang wajib dibayarkan 
oleh individu maupun badan usaha pemilik kendaraan bermotor (Asri & Yeni, 
2024; Indriyasari & Maryono, 2022) 

 
Namun, pemungutan pajak seringkali terkendala oleh rendahnya kesadaran wajib 
pajak (Baeli, 2021). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku untuk 
melaksanakan kewajiban dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. 
Kepatuhan ini terdiri dari dua aspek (Sudirman dkk., 2020), yaitu kepatuhan 
formal yang berkaitan dengan pemenuhan administrasi sesuai aturan, serta 
kepatuhan material yang berkaitan dengan pemenuhan pembayaran pajak secara 
substansial (ARISTYAWATI, 2025; Hertati, 2021). Selain kesadaran, faktor 
pengetahuan perpajakan juga memengaruhi kepatuhan. Pengetahuan pajak 
merupakan pemahaman yang dimiliki wajib pajak terkait aturan, prosedur, serta 
fungsi pajak bagi negara. Tingkat pengetahuan yang baik akan mendorong 
kepatuhan, sebaliknya pengetahuan yang rendah berpotensi menimbulkan 
pelanggaran (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). 

 
Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi. Suryani dkk. 
(2022) dan Juliantari dkk. (2021) menemukan bahwa kesadaran pajak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Khairani (2021) 
menyatakan sebaliknya, bahwa kesadaran tidak berpengaruh signifikan. Selain 
itu, penelitian lain mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh 
positif terhadap kesadaran wajib pajak (Asri & Yeni, 2024; Kowel dkk., 2019; 
Mindan & Ardini, 2022; Nugraha, 2023). Sementara itu, sanksi perpajakan juga 
terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan menurut Putri dan Setiawan (2017), 
tetapi Sulistyowati dkk. (2021) menemukan bahwa pengaruh tersebut tidak 
signifikan. 

 
Berdasarkan adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor-
faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh kesadaran, sanksi, dan pengetahuan pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat. Fokus wilayah 
ini dipilih karena masih banyak ditemukan wajib pajak, khususnya pemilik 
kendaraan roda dua, yang menunggak pembayaran pajak kendaraan hingga 
bertahun-tahun. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat 
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan 
kepatuhan pajak kendaraan bermotor serta menjadi dasar bagi peningkatan 
kebijakan perpajakan daerah.. 
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Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 
 
Teori Kepatuhan (Compliance Theory) pertama kali dikemukakan oleh Milgram 
(1963) yang menjelaskan kesediaan individu untuk bertindak sesuai dengan 
aturan, norma, atau perintah otoritas yang sah. Menurut (Marlinah Zakia dan 
Sugiarti Siddiq, 2022). kepatuhan tidak hanya lahir dari paksaan, tetapi juga dari 
pengakuan terhadap legitimasi otoritas hukum. Dalam konteks perpajakan, teori 
ini menjelaskan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh apabila mereka 
mengakui otoritas pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengatur 
kewajiban pajak, serta memiliki keyakinan moral untuk menaati peraturan 
tersebut (Marlinah, 2017). Kepatuhan menurut Kemala (2022) ditandai oleh tiga 
dimensi utama: percaya (belief) terhadap otoritas dan sistem yang berlaku, 
menerima (accept) kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab warga negara, dan 
bertindak (act) dengan melaksanakan kewajiban tersebut, seperti membayar 
pajak tepat waktu. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar untuk memahami 
perilaku wajib pajak kendaraan bermotor di mana kepatuhan muncul tidak hanya 
karena adanya sanksi, tetapi juga karena kesadaran dan penerimaan terhadap 
legitimasi aturan perpajakan. 

 
Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior (TPB) 
 
Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh (Ajzen & Driver, 1991) 
merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action oleh Fishbein dan 
Ajzen. TPB menjelaskan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang 
dirasakan memengaruhi niat individu, yang pada akhirnya menentukan perilaku 
actual (Maslim & Andayani, 2023). Dalam konteks perpajakan, kepatuhan atau 
ketidakpatuhan dipengaruhi oleh niat wajib pajak untuk mematuhi aturan 
(Indriyasari & Maryono, 2022). yang terbentuk dari keyakinan terhadap manfaat 
pajak, tekanan sosial dari lingkungan, serta persepsi terhadap kemudahan 
melaksanakan kewajiban pajak. 

 
Keterkaitan TPB dengan variabel penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. 
Pertama, kesadaran pajak merefleksikan sikap positif wajib pajak terhadap 
pentingnya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Kedua, sanksi 
perpajakan berkaitan dengan norma subjektif dan kontrol perilaku, di mana 
adanya ancaman sanksi menimbulkan tekanan sosial serta memperkuat niat 
untuk patuh. Ketiga, pengetahuan pajak berhubungan dengan kontrol perilaku 
yang dirasakan, karena tingkat pemahaman yang tinggi membuat individu merasa 
mampu untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan benar. 
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TPB dipilih sebagai landasan teori karena memiliki kemampuan menjelaskan 
hubungan antara faktor internal (kesadaran dan pengetahuan) dan eksternal 
(sanksi) terhadap perilaku kepatuhan pajak secara komprehensif. Teori ini lebih 
unggul dibanding teori perilaku lainnya karena tidak hanya menjelaskan perilaku 
berdasarkan niat, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan individu dalam 
mengendalikan perilaku (Ajzen, 2002; Ajzen, 2005; Dewi & Supadmi, 2021; Janitra, 
2019; Kurniawan dkk., 2023) Dengan demikian, TPB menjadi dasar yang relevan 
untuk memahami bagaimana niat, kesadaran, dan kendali perilaku berperan 
dalam membentuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  
 
Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
 
Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku individu dalam 
membayar pajak dipengaruhi oleh keyakinan terhadap hasil yang diperoleh 
sebelum mengambil tindakan. Kesadaran pajak berkaitan erat dengan sikap wajib 
pajak yang memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan 
negara (Kurniawan dkk., 2023). Penelitian Asri dan Yeni (2024) menunjukkan 
bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal 
ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran, semakin besar 
kemungkinan wajib pajak untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor. 
Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 
 
H1: Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor. 

 
Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

 
Dalam Theory of Planned Behavior, keyakinan kontrol atau perceived behavioral 
control berperan penting dalam menilai sejauh mana individu merasa mampu 
mengendalikan perilakunya ketika dihadapkan pada faktor pendukung maupun 
penghambat. Dalam konteks perpajakan, sanksi perpajakan berfungsi sebagai 
mekanisme eksternal yang memperkuat persepsi kontrol perilaku wajib pajak 
agar bertindak sesuai aturan (Kurniawan dkk., 2023). Ketika wajib pajak 
memandang bahwa sanksi diterapkan secara tegas dan konsisten, maka persepsi 
terhadap risiko pelanggaran meningkat, sehingga individu merasa lebih terkendali 
dan termotivasi untuk berperilaku patuh. Dengan demikian, persepsi terhadap 
ketegasan sanksi meningkatkan perceived behavioral control yang pada akhirnya 
mendorong terbentuknya niat dan perilaku kepatuhan pajak. Hal ini sejalan 
dengan hasil penelitian Putri and Setiawan (2017) yang menunjukkan bahwa 
sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: 
 
H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
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Kendaraan Bermotor. 
 
Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
 
Menurut teori kepatuhan, pengetahuan dan sosialisasi perpajakan merupakan 
aspek penting yang dapat memengaruhi keputusan individu dalam memenuhi 
kewajiban pajak (Marlinah, 2017). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan 
memadai akan lebih memahami fungsi, peran, serta prosedur pajak, sehingga 
kepatuhan meningkat. Zaikin dkk. (2023) juga menegaskan bahwa tingkat 
pengetahuan yang lebih tinggi memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan 
kewajiban pajak. Penelitian Mindan and Ardini (2022) mendukung hal ini dengan 
temuan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran dan 
kepatuhan pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat disusun adalah: 
 
H3: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Model Penelitian  
 

Metode Penelitian 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua 
yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Ciamis sebanyak 247.730 orang (Data 
Ciamis, 2022). Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan 
tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 100 responden. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode 
accidental sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kemudahan akses 
terhadap responden yang kebetulan ditemui dan memenuhi kriteria sebagai 
wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, tidak semua anggota 
populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. 
 
Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis Google Form yang 
disebarkan melalui platform “X” dan WhatsApp, menggunakan skala Likert 1–5 
untuk mengukur tingkat persetujuan responden. Variabel penelitian terdiri atas 
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kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dengan indikator pemenuhan 
kewajiban, ketepatan waktu pembayaran, dan kelengkapan data; serta kesadaran 
pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak sebagai variabel independen, 
yang diukur berdasarkan indikator yang diadaptasi dari literatur terdahulu. 
 
Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji validitas (Pearson Product 
Moment), uji reliabilitas (Cronbach Alpha), uji normalitas (Kolmogorov–
Smirnov), serta uji asumsi klasik (multikolinearitas dan heteroskedastisitas). 
Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh 
kesadaran, sanksi, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 
dengan pengujian hipotesis melalui uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R²) 
untuk menilai kekuatan model (Ghozali, 2013, 2016) 

 

Hasil dan Pembahasan 
 
Karakteristik Responden 

 
Karakteristik responden penting untuk ditampilkan karena memberikan 
gambaran mengenai latar belakang responden, sehingga dapat diketahui 
tingkat pemahaman mereka terhadap pertanyaan dalam angket. Dengan 
demikian, penilaian yang diberikan menjadi lebih obyektif. Responden dalam 
penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia. 
 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Responden terdiri dari 45 orang laki-laki (45%) dan 55 orang perempuan (55%). 
Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak 
dibdaningkan laki-laki, sehingga kontribusi penilaian responden perempuan 
lebih dominan dalam penelitian ini. 

 
Tabel 2.  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Laki-laki 45 45% 

2 Perempuan 55 55% 

Total (n) 100 100 

Sumber: Hasil pengolahan data 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Mengacu pada data dari jawaban angket mengenai data responden, penulis 
mengelompokkan usia responden dalam empat kelompok, yaitu responden yang 
usianya antara 20 hingga 25 tahun, responden yang usianya sekitar 26 hingga 30 
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tahun, 31 hingga 35 tahun, responden yang berusia 36 hingga 40 tahun, dan > 40 
tahun. 

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 20 – 25 tahun 31 31% 

2 26 – 30 tahun 25 25% 

3 31 – 35 tahun 20 20% 

4 36 – 40 tahun 14 14% 

5 > 40 tahun 10 10% 

Total (n) 100 100,00 

Sumber: Hasil pengolahan data 
 
Hasilnya diketahui bahwa responden yang berusia antara 20 hingga 25 tahun sebesar 
31%, responden berusia 26 hingga 30 tahun sebesar 25%, responden usia 31 hingga 
35 tahun sebesar 20%, responden 36 hingga 40 tahun sebesar 14%, dan responden > 
40 tahun sebesar 10%. Mayoritas responden berada pada kelompok usia muda (20–
30 tahun), yang umumnya merupakan generasi produktif dengan tingkat mobilitas 
tinggi serta tingkat kepemilikan kendaraan yang meningkat seiring kebutuhan 
aktivitas kerja dan sosial. Namun, pada kelompok usia ini, tingkat kepatuhan pajak 
cenderung dipengaruhi oleh faktor kesadaran dan pemahaman administratif yang 
masih berkembang, karena sebagian dari mereka baru mulai mengenal kewajiban 
perpajakan. Kondisi ini dapat menjelaskan mengapa edukasi dan sosialisasi pajak 
menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak muda.  
 
Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif 

 
Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
memiliki nilai rata-rata 20,49 dengan stdanar deviasi 3,748; variabel Kesadaran Pajak 
memiliki rata-rata 21,16 dengan stdanar deviasi 2,838; variabel Sanksi Perpajakan 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kepatuhan Wajib Pajak 100 5 25 20.49 3.748 

Kesadaran Pajak 100 13 25 21.16 2.838 

Sanksi Perpajakan 100 9 25 21.23 3.133 

Pengetahuan Pajak 100 12 25 21.07 3.195 

Valid N (listwise) 100     
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memiliki rata-rata 21,23 dengan stdanar deviasi 3,133; dan variabel Pengetahuan 
Pajak memiliki rata-rata 21,07 dengan stdanar deviasi 3,195. Hal ini menggambarkan 
distribusi data penelitian berada pada kategori cukup merata. 
 
Tabel 5. Uji Validitas 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi 
0,000 (< 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner pada 
variabel penelitian valid dan layak digunakan. 

 
Tabel 6. Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.832 4 

 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,832 (> 
0,6), yang berarti seluruh variabel penelitian dinyatakan reliabel sehingga instrumen 
dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. 
 
 

Correlations 

 Kepatuhan 
Wajib 
Pajak 

Kesadaran 
Pajak 

Sanksi 
Perpajakan 

Pengetahuan 
Pajak 

Kepatuhan 
Wajib 
Pajak 

Pearson 
Correlation 

1 .560** .536** .520** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

Kesadaran 
Pajak 

Pearson 
Correlation 

.560** 1 .593** .579** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

Sanksi 
Perpajakan 

Pearson 
Correlation 

.536** .593** 1 .594** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

Pengetahu
an Pajak 

Pearson 
Correlation 

.520** .579** .594** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabel 7. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstdanardized Residual 

N 100 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 3.50739137 

Most Extreme Differences Absolute .052 
Positive .047 
Negative -.052 

Test Statistic .052 
Asymp. Sig. (2-tailed)c .200d 

 
Uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 (> 0,05), 
sehingga data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi klasik regresi. 

 
Tabel 8. Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki 
nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10, sehingga tidak terdapat gejala 
multikolinearitas dalam model penelitian. 

 
 
 
 
 
 
 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

Coefficientsa 

Model 

Unstdanardized 
Coefficients 

Stdanardized 
Coefficients 

T Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 23.007 2.158  10.662 .000   

Kesadaran 
Pajak 

-.425 .148 -.407 -2.868 .005 .443 2.255 

Sanksi 
Perpajakan 

-.196 .144 -.193 -1.362 .176 .445 2.246 

Pengetahuan 
Pajak 

.339 .132 .353 2.574 .012 .474 2.111 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
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Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas 

 
Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi seluruh 
variabel > 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 
Tabel 10. Uji Regresi Berganda 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstdanardized 
Coefficients 

Stdanardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.007 2.158  10.662 .000 

Kesadaran Pajak -.425 .148 -.407 -2.868 .005 

Sanksi Perpajakan -.196 .144 -.193 -1.362 .176 

Pengetahuan Pajak .339 .132 .353 2.574 .012 

 
Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 23.007 – 0.425X1 – 0.196X2 + 0.339X3 + 
e. Hasil ini menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) 
berpengaruh negatif, sedangkan Pengetahuan Pajak (X3) berpengaruh positif 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstdanardized 
Coefficients 

Stdanardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.375 1.176  1.169 .245 

Kesadaran Pajak .069 .081 .129 .850 .397 

Sanksi Perpajakan .071 .078 .138 .909 .366 

Pengetahuan Pajak -.057 .072 -.117 -.798 .427 

a. Dependent Variable: ABS_RES 
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Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

 
Nilai Adjusted R² sebesar 0,402 menunjukkan bahwa 40,2% variasi kepatuhan wajib 
pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan 
pengetahuan pajak, sedangkan sisanya sebesar 59,8% dipengaruhi oleh variabel lain 
di luar penelitian. Nilai R² yang bersifat moderat ini mengindikasikan bahwa model 
penelitian sudah cukup menjelaskan perilaku kepatuhan, namun masih terdapat 
ruang bagi faktor lain yang turut berperan. Temuan ini menggambarkan bahwa 
peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan persepsi terhadap sanksi perlu terus 
diperkuat agar kontribusinya terhadap kepatuhan pajak dapat lebih optimal, 
khususnya dalam konteks wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat. 
 
Tabel 12.  Uji F 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1  Regression 558.939 3 186.313 21.496 .000b 

Residual 832.051 96 8.667   

Total 1390.990 99    

 
Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05), sehingga variabel 
Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan 
secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .634a .402 .383 2.944 

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan 
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Tabel 13.  Uji T (Hipotesis) 

 
Hasil uji T menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak (p-value 0,038) dan Sanksi Perpajakan 
(p-value 0,030) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 
sedangkan Pengetahuan Pajak (p-value 0,094) tidak berpengaruh signifikan. 

 
Pembahasan 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 
kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ciamis, serta memberikan pemahaman 
empiris bagi otoritas pajak daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor. Kabupaten Ciamis dipilih karena masih menghadapi fluktuasi 
tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam beberapa tahun terakhir, 
sehingga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sesuai dengan Theory of 
Planned Behavior (TPB) yang menekankan bahwa perilaku patuh muncul dari niat 
yang terbentuk melalui sikap positif terhadap kepatuhan, norma subjektif, dan 
persepsi kontrol diri. Sementara itu, berdasarkan Compliance Theory, individu yang 
memiliki kesadaran moral dan rasa tanggung jawab sosial akan lebih cenderung 
mematuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, TPB menjelaskan aspek 
psikologis yang mendorong niat untuk patuh, sedangkan Compliance Theory 

Paired Samples Test 

 Paired Differences 

t Df 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Kesadaran Pajak - 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

.670 3.191 .319 .037 1.303 2.100 99 .038 

 Sanksi Perpajakan 

- Kepatuhan Wajib 

Pajak 

.740 3.359 .336 .073 1.407 2.203 99 .030 

 Pengetahuan 

Pajak - Kepatuhan 

Wajib Pajak 

.580 3.435 .344 -.102 1.262 1.688 99 .094 
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menjelaskan aspek normatif dari perilaku patuh wajib pajak. Hasil ini memperkuat 
penelitian Aswati dkk. (2018) yang menemukan adanya pengaruh positif kesadaran 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
Selanjutnya, sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang 
tegas dapat memperkuat norma sosial dan persepsi kontrol perilaku sebagaimana 
dijelaskan dalam TPB, di mana individu menilai bahwa kepatuhan merupakan 
tindakan yang diharapkan secara sosial dan berada dalam kendali mereka. Hal ini 
sejalan dengan penelitian Putri dan Setiawan (2017) yang menemukan bahwa sanksi 
mampu mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. 
 
Namun, berbeda dengan kedua variabel tersebut, pengetahuan pajak tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman 
terhadap peraturan perpajakan belum tentu mendorong perilaku patuh jika tidak 
diiringi dengan kesadaran dan niat untuk mematuhi. Temuan ini konsisten dengan 
penelitian Ariyani Indriastuti dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak 
tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
faktor kesadaran dan sanksi lebih dominan dibandingkan pengetahuan dalam 
memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

 
Simpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak dan 
sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ciamis, sedangkan pengetahuan pajak 
tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned 
Behavior (TPB) yang menegaskan bahwa perilaku patuh dipengaruhi oleh faktor 
psikologis seperti sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, serta 
dengan Compliance Theory yang menyoroti pentingnya kesadaran moral dan 
norma sosial dalam membentuk kepatuhan individu terhadap aturan. 
 
Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya pemerintah daerah untuk 
meningkatkan program sosialisasi yang berfokus pada pembentukan kesadaran 
pajak dan memperkuat penerapan sanksi yang tegas serta konsisten guna 
mendorong perilaku patuh wajib pajak. 
 
Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup wilayah yang hanya mencakup 
Kabupaten Ciamis serta variabel yang terbatas pada kesadaran, sanksi, dan 
pengetahuan pajak, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi ke 
wilayah lain. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk 
memperluas konteks geografis, mengintegrasikan variabel perilaku lain seperti 
keadilan pajak dan kepercayaan terhadap otoritas, serta menggunakan 
pendekatan mixed methods guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik 
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terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
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